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Abstrak
 

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun

jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004. Tetapi karena Jaksa Agung adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka ketentuan usia pensiun Jaksa tidaklah berlaku bagi Jaksa

Agung. Dengan kenyataan seperti ini, maka Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 mengandung multitafsir pada akhirnya tidak menentukan secara tegas batas waktu masa jabatan Jaksa

Agung mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kedudukan Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia

Bersatu II menjadi polemik dikarenakan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 yang membentuk

Kabinet Indonesia Bersatu II tidak menyebutkan adanya pengangkatan Jaksa Agung. Jaksa Agung pada

periode Kabinet Indonesia Bersatu II diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007

dengan kedudukan setingkat Menteri Negara pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu I. Kabinet

Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009) sendiri telah dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P

Tahun 2009 ersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan

Presiden Nomor 83/P Tahun 2009 dalam diktumnya menyatakan membubarkan Kabinet Indonesia Bersatu I

dan memberhentikan dengan hormat dari jabatan menteri Negara tetapi dalam diktum Keputusan Presiden

tersebut tidak dicantumkan pemberhentian Jaksa Agung.

<hr><i>The provisions of Article 22 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor

of the Republic of Indonesia led to confusion and legal uncertainty for in Act No. 16 of 2004 is not set term

of office of the Attorney General. Even if no, then the set is a retired prosecutor limit, namely 62 (sixty two)

years as specified in Article 12 letter c Act No. 16 of 2004. But because the Attorney General is the state

officials as provided for in Article 19 paragraph (1) of Act No. 16 of 2004, the terms of the retirement age

does not apply to the Attorney General Prosecutor. With this reality, then Article 22 paragraph (1) letter d of

Law Number 16 Year 2004 contains multiple interpretations in the end does not explicitly specify a time

limit tenure of Attorney General resulted in legal uncertainty. The position of Attorney General during the

period of United Indonesia Cabinet II being debated because of Presidential Decree No. 84 / P of 2009

which established the United Indonesia Cabinet II does not mention the appointment of the Attorney

General. Attorney General during the period of United Indonesia Cabinet II appointed pursuant to

Presidential Decree No. 31 / P of 2007 to the position of Minister of State level in term of United Indonesia

Cabinet, I. United Indonesia Cabinet I (2004-2009) itself has been disbanded by Presidential Decree No. 83 /

P Year 2009 ersamaan with the end of the reign of President and Vice President. Presidential Decree
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Number 83 / P Year 2009 in diktumnya states disperse the United Indonesia Cabinet I and dismiss with

respect of ministerial posts but in dictum the State Presidential Decree was not included dismissal of the

Attorney General.</i>


